
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.264, 2017 ANRI. Jabatan Fungsional Arsiparis. Pelaksanaan 

Tugas.  
 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) 

huruf a dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional 

Arsiparis; 

b.  bahwa Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis 

digunakan Pejabat Fungsional Arsiparis dalam 

melaksanakan tugas dan sebagai dasar penyusunan peta 

jabatan serta evaluasi pelaksanaan tugas Jabatan Arsiparis; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 
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  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indoncsia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan          

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 3547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5121); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  6. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

  7.  Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang 

Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012   

Nomor 99); 
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  8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri;  

  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 48 Tahun 20I4 tentang Jabatan Fungsional 

Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1270); 

 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia    

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN TUGAS JABATAN 

FUNGSIONAL ARSIPARIS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional 

tertentu diduduki oleh Arsiparis PNS yang mempunyai 

ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan 

wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, 

pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip menjadi 

informasi publik pada Lembaga Negara, Pemerintahan 

Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri. 

2. Arsiparis PNS adalah seseorang PNS yang memiliki 

kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui 

pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan 

kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung 

jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga 

www.peraturan.go.id



2017, No.264 -4- 

negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan 

perguruan tinggi negeri. 

3. Arsiparis Kategori Keterampilan adalah Arsiparis dengan 

kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang 

pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya 

mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang 

kearsipan. 

4. Arsiparis Kategori Keahlian adalah Arsiparis dengan 

kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan 

tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

kearsipan.  

5. Kegiatan Kearsipan adalah kegiatan yang dilaksanakan 

dalam rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan 

yang meliputi pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan 

arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan 

penyajikan arsip menjadi informasi. 

6. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses 

penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta 

penyusutan arsip yang dilakukan terhadap arsip aktif, 

arsip inaktif dan arsip vital, secara efisien, efektif, dan 

sistematis. 

7. Kegiatan Penciptaan Arsip adalah kegiatan pembuatan 

dan penerimaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan 

tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem 

klasifikasi keamanan dan akses arsip. 

8. Kegiatan Penggunaan Arsip adalah kegiatan 

memanfaatkan dan menyediakan arsip bagi kepentingan 

pengguna arsip yang berhak untuk memenuhi 

kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan 

keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan 

hak, dan/atau penyelesaian sengketa serta kepentingan 

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

9. Kegiatan Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, 

keamanan, dan keselamatan arsip melalui pemberkasan 
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arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, 

dan alih media arsip. 

10. Kegiatan Pemberkasan Arsip Aktif adalah penempatan 

naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara 

sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya 

sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan 

informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari 

suatu unit kerja. 

11. Kegiatan Penataan Arsip Inaktif adalah penataan arsip 

inaktif pada unit kearsipan melalui kegiatan pengaturan 

fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan 

daftar arsip inaktif. 

12. Kegiatan Penyimpanan Arsip adalah kegiatan 

penyimpanan arsip yang dilakukan terhadap arsip yang 

sudah didaftar dalam daftar arsip utuk menjamin 

keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu 

penyimpanan arsip berdasarkan JRA. 

13. Kegiatan Alih Media Arsip adalah kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dan 

arsip statis dan dilaksanakan dengan memperhatikan 

kondisi arsip dan nilai informasi, serta diautentikasi oleh 

pimpinan di lingkungan pencipta arsip. 

14. Kegiatan Autentikasi Arsip adalah tindakan dan prosedur 

yang harus dilalui untuk menentukan bahwa sesuatu 

arsip dan/atau hasil penggandaannya adalah sesuai 

dengan yang dimaksudkan saat terciptanya. 

15. Kegiatan Penyusutan Arsip adalah pengurangan arsip 

melalui pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke 

unit kearsipan, pemusnahan arsip yang telah habis 

retensinya dan tidak memiliki nilai guna lagi, dan 

penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada 

lembaga kearsipan. 

16. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis adalah proses 

pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan 

sistematis meliputi kegiatan akuisisi, pengolahan, 

preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan 

publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. 
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